PENGAWASAN MELEKAT POLRI

Penguatan Polri Melalui Optimalisasi
Pengawasan Melekat

Upaya membangun kepolisian agar terus membaik perlu diteguhkan, termasuk
dengan optimalisasi pengawasan melekat di internal lembaga.
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Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo berpidato dalam upacara

peringatan HUT Ke-77 Bhayangkara di Stadion Utama Gelora Bung
Karno, Jakarta, Sabtu (1/7/2023).

Polri sebagai lembaga penegak hukum yang juga bertugas mengayomi,
melayani, serta melindungi masyarakat dituntut untuk konsisten
menghadirkan jajaran yang bertanggung jawab dan menjunjung
profesionalitas. Upaya membangun Korps Bhayangkara agar terus
membaik perlu diteguhkan, termasuk dengan optimalisasi pengawasan
melekat di internal institusi.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus mengupayakan yang terbaik
dalammenjalankan amanah besar bagi bangsa dan negara. Merujuk pada
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dijelaskan bahwa
polisi memiliki tugas pokok dan fungsi yang melingkupi penegakan
hukum (gakkum), pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat
(harkamtibmas), serta perlindungan, pelayanan, dan pengayoman
(linyanyom) masyarakat.

Kompleksitas tugas dan fungsi yang harus ditunaikan oleh Polri itu
tentulah juga akan menghadapi berbagai tantangan. Berbagai kendala
dalam ruang sosial saat berhadapan dengan masyarakat umum, juga
persoalan yang muncul berkaitan dengan internal institusi pasti tidak
terhindarkan dan memerlukan langkah strategis pembenahan.

Dalam konteks internal kelembagaan, salah satu wujud komitmen Polri
untuk menjaga dan terus mengoptimalkan kinerja jajaran yang
bertanggung jawab dan profesional adalah dengan menerapkan
pengawasan melekat atau disingkat dengan waskat. Penekanan untuk
melakukan waskat dalam organisasi Polri tertuang dalam Peraturan
Kapolri (Perkap) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengawasan Melekat.



Pengawasan melekat sebagai upaya untuk memastikan berjalannya
proses, hasil, dan evaluasi dapat sesuai dengan rencana pada dasarnya
memang telah jamak diterapkan dalam pengelolaan lembaga negara.
Istilah pengawasan melekat pertama kali muncul dalam Inpres Nomor 15
Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dan Inpres
Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pedoman Pengawasan Melekat.

Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan
pengawasan melekat ialah serangkaian kegiatan yvang bersifat sebagai
pengendalian yang terus-menerus, dilakukan langsung terhadap
bawahannya, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara
efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Perihal pengawasan melekat, secara khusus juga dijelaskan melalui
keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Pengawasan
melekat menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor KEP/46/M.PAN /2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pengawasan Melekat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan bahwa
pengawasan melekat merupakan padanan istilah pengendalian

manajemen atau pengendalian intern.

Secara lebih rinci, keputusan menteri tersebut juga menjabarkan bahwa
waskat adalah segala upaya yang dilakukan dalam suatu organisasi untuk
mengarahkan seluruh kegiatan agar tujuan organisasi dapat dicapai
secara efektif, efisien, dan ekonomis, segala sumber daya dimanfaatkan,
dilindungi, data dan laporan dapat dipercaya dan disajikan secara wajar,

serta ditaatinya segala ketentuan yang berlaku.

Implementasi waskat

Adapun penerapan waskat di kelembagaan Polri, berdasarkan Perkap No
2/2022 mencakup pada lima aspek utama. Kegiatan tersebut meliputi
arahan, inspeksi, asistensi, supervisi, dan/atau pemantauan serta
evaluasi. Di dalam perkap dijelaskan pula kegiatan waskat dapat
dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Pelaksanaan waskat
secara langsung yaitu dilakukan dengan tatap muka. Sementara waskat
secara tidak langsung dilakukan dengan memanfaatkan teknologi

informasi.



Berdasarkan Perkap No 2 /2022
mencakup pada lima aspek utama.
Kegiatan tersebut meliputi arahan,

inspeksi, asistensi, supervisi, dan/atau
pemantauan serta evaluasi.

Maksud dari penerapan waskat dalam organisasi kerja Polri secara garis
besar untuk menjaga dan menumbuhkan rasa tanggung jawab setiap
personel untuk dapat bersikap dan mengabdi sebagai Korps
Bhayangkara yang memenuhi harapan seluruh pihak, termasuk
masyarakat. Pemaknaan waskat di dalam Polri pun tak jauh berbeda,
pada dasarnya merupakan segala tindakan dan kegiatan atasan yang
dilakukan terus-menerus untuk mengarahkan dan mengendalikan
bawahan guna mencegah perilaku menyimpang pegawai negeri Polri.

Berkaitan dengan itu, Polri bekerja sama dengan Penelitian dan
Pengembangan (Litbang) Kompas, melakukan kajian untuk mengetahui
sejauh mana kualitas implementasi pengawasan melekat sudah
dilakukan di tingkat seluruh satuan wilayah (satwil). Penelitian ini
menggunakan proses pengumpulan dan analisis data dari survei tatap
muka kepada masyarakat.

Cakupan penelitian berfokus pada lima aspek waskat, baik dalam upaya
pencegahan, pembinaan, maupun penindaklanjutan ketika terjadi
pelanggaran oleh anggota Polri. Bagaimanapun kualitas penerapan
waskat di dalam institusi Polri akan tecermin dari tugas pokok dan
fungsi mencakup gakkum, harkamtibmas, serta linyanyom di tengah
masyarakat.

Hasil survei tatap muka yang dilakukan kepada 100 responden untuk
setiap wilayah Polda dengan total keseluruhan 3.400 responden
masyarakat umum menunjukkan capaian sangat positif bagi kinerja Polri.
Secara rata-rata tak kurang 87,8 persen publik menyatakan puas atas
kinerja yang ditunjukkan oleh Polri.

Kinerja Polri dalam melayani publik mendapatkan apresiasi paling tinggi.
Tercatat sembilan dari sepuluh responden sepakat untuk menyatakan
puas terhadap pelayanan yang dihadirkan Polri kepada masyarakat. Tak
jauh berbeda, tugas Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban pun
dinilai sangat positif oleh publik. Lebih dari 89 persen responden
sepakat menyatakan puas dengan upaya Polri dalam menjaga keamanan
dan ketertiban.

Sementara itu, terkait dengan penegakan hukum, mendapatkan respons
penilaian dari masyarakat yang juga tak kalah baik. Tidak kurang empat
perlima bagian responden menilai sangat puas terhadap penegakan
hukum yang dilakukan jajaran polisi.

Tingginya angka apresiasi publik pada evaluasi kinerja kepolisian
menjadi pembuktian bahwa komitmen untuk menghadirkan personel
Polri yang menjunjung profesionalitas terus dilakukan. Apa vang
terefleksi dalam kinerja yang ditunjukkan oleh Polri tersebut juga
semestinya menjadi bentuk konfirmasi bahwa upaya pembenahan,
termasuk pengawasan melekat dalam internal institusi, telah berjalan
apik. Lebih lanjut, hasil survei publik juga memotret perihal pengawasan
yang dilakukan dalam rangka mencegah dan menindaklanjuti
pelanggaran oleh anggota polisi salah satunya dapat tecermin dari
pelayanan aduan masyarakat yang dihadirkan.



Ketika ditanya, melalui apa saja masyarakat bisa melakukan pengaduan
jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Polisi, mayoritas responden
(68,7 persen) menyatakan pengaduan dapat dilakukan dengan
mendatangi langsung kantor polisi. Dalam model jawaban multiple
response, selain datang langsung ke kantor polisi, sekitar seperlima
bagian responden menjawab pengaduan dapat melalui layanan call
center Polri. Lalu ada sekitar 16,8 persen responden yang memilih
melakukan pengaduan lewat media sosial.

Hasil survei masyarakat ini juga memberikan catatan pada sejumlah
aspek layanan pengaduan pelanggaran anggota yang perlu diperbaiki.
Respons pengaduan serta kemudahan akses layanan aduan mendapat
sorotan paling tinggi masing-masing dari sekitar dua perlima bagian
responden masyarakat. Selain itu, ada sepertiga bagian publik lainnya

yvang berharap ada perbaikan dari sisi transparansi proses pengaduan.

Dalam hal ini, selain kemudahan akses di awal proses pengaduan, publik
tampaknya juga mengharapkan proses berjalannya pengaduan dapat
terus terinformasi dengan baik secara terbuka. Sekalipun demikian,
secara umum apresiasi publik tergolong tinggi, mencapai tak kurang dari
85 persen responden menyatakan puas terhadap layanan pengaduan
pelanggaran anggota Polri.

Dalam rangka peningkatan akses layanan pengaduan masyarakat
terhadap pelanggaran personel, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan
(Kadiv Propam) Polri Irjen Syahar Diantono menjelaskan bahwa Polri
telah menghadirkan aplikasi pengaduan berbasis daring yang telah
terintegrasi.

"Untuk memudahkan masyarakat membuat laporan pengaduan, kami
dari Satuan Kerja Pengawasan Itwasum, Div Propam dan Biro Wasidik
telah membuat aplikasi pengaduan online, yaitu Dumas Presisi,
Whatsapp Yanduan, dan E-Wasidik sehingga masyarakat tidak perlu
jauh-jauh datang ke kantor polisi untuk membuat laporan pengaduan,”
jelas Irjen Syahar Diantono kepada Kompas pada 24 Desember 2023.

Selain itu, survei masyarakat yang dilakukan pada 22 Oktober-15
November 2023 juga mengukur penilaian publik terkait dengan
pelaksanaan pengawasan di institusi Polri. Dalam hal pernah tidaknya
responden mengetahui atau mengalami langsung pelanggaran yang
dilakukan oleh anggota polisi, hanya sekitar 8,7 persen responden yang

menjawab memiliki pengalaman tersebut.

Dari kelompok responden tersebut, sebagian besar atau seperlima
bagian responden menjawab bentuk pelanggaran yang menjerat anggota
polisi yang mereka ketahui itu berupa penyalahgunaan narkoba hingga
kekerasan fisik. Adapun terkait tindak lanjut terhadap pelanggaran
anggota polisi, sekitar 56,3 persen menilai proses tindak lanjut dari
pelanggaran yang dilakukan oleh personel Polri telah dilakukan.
Sebaliknya, ada sekitar seperempat bagian responden menyatakan
sebaliknya, di mana menurut kelompok responden ini proses tindak
lanjut dari pelanggaran yang terjadi belum dilakukan.



Survei Pengawasan Melekat Polri

Sepengetahuan Anda, melalui apa saja masyarakat bisa melakukan
pengaduan jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Polisi?
(Jawaban lebih dari satu)

Datang langsung ke kantor Polisi _ 68,7%
Call center _ 19,5%

Media sosial (X/instagram] - 16,8%
Whatsapp pengaduan -9,9%

Komentar di aplikasi di gawai I 3,0%

Fitur chat pada situs web/aplikasi IZ.I%
surel | 0,9%

Lainnya l 3,5%
Tidak tahu [N 11.5%
S

Menurut Anda, hal apa yang masih perlu diperbaiki agar layanan pengaduan
pelanggaran anggota Polri dapat lebih baik di waktu mendatang?
(Jawaban lebih dari satu)

Respons pengaduan (durasi waktu)

44,0%

Kemudahan akses layanan aduan

42,7%

Transparansi proses pengaduan

34,1%

Penyebarluasan informasi layanan aduan

22,9%

Optimalisasi layanan berbasis digital

16,2%

Lainnya

10,4%

Tidak tahu 8,0%

Secara umum, puas atau Jika pernah menemukan/men-
tidakkah Anda dengan dengar/mengalami, sepengetahuan
layanan aduan yang dibuka Anda, adakah proses tindak lanjut
oleh Polri? dari pelanggaran yang dilakukan
oleh anggota Polri tersebut?

Sangat tidak puas
0,8%

Sangat puas
5,7%

Tidak tahu
17,3%

Tidak puas
14,1%

79 4% Tidak ada
26,4%

Dalam enam bulan terakhir, pernah atau tidakkah Anda menemukan/
mendengar/mengalami langsung kasus pelanggaran yang dilakukan oleh
anggota Polri di wilayah (provinsi) Anda?

y T

Pernah Tidak pernah
8, 7% 91,3%



Metode Penelitian
Survei melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan Litbang Kompas pada 22 Oktober-

15 November 202 3. Sebanyak 3.400 responden yang terdiri dari 100 responden untuk setiap wilayah Polda,
dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi Indonesia.
Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 90%, margin of error penelitian pada tiap wilayah Polda
+8,22% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan

sampel dimungkinkan terjadi.
Sumber: Lithang Kompas/RFC/ERN K

INFOGRAFTEK: ISMAWADI

Optimalisasi waskat

Pelaksanaan waskat di organisasi Polri juga tetap memerlukan sejumlah
upaya pembenahan, sekalipun realisasi capaian secara garis besar dapat
dikatakan telah berjalan baik. Sejumlah catatan perbaikan, memberikan
catatan masukan untuk evaluasi dan rekomendasi Polri ke depan,
terutama dalam pengimplementasian waskat di waktu mendatang.

Akademisi yang juga Ketua Program Studi Doktor Strategik Global
Universitas Indonesia Dr A Hanief Saha Ghafur menyatakan, pemetaan
terhadap celah implementasi kebijakan perlu dilakukan. Sebab, hal
tersebut begitu penting dan mendasar untuk melakukan evaluasi
terhadap kebijakan dan penerapan Waskat Polri yang telah berjalan.

Apakah masih ada peraturan yang
memberikan peluang pada polisi untuk
melakukan penyalahgunaan? (Hanief
Saha Ghafur)

Upaya optimalisasi waskat yang fundamental perlu berfokus pada
penguatan regulasi. Reformulasi untuk penyempurnaan Peraturan
Kapolri Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengawasan Melekat perlu lebih
menekankan pada aspek teknis pengimplementasian. Selain itu,
pelaksanaan waskat harus dilakukan dengan analisis manajemen risiko

dan karakteristik sosial budaya yang berbasis pada kajian ilmiah.

Hal lain yang juga menjadi catatan penting pengimplementasian waskat
di institusi Polri berupa perbaikan pengawasan dari sisi sumber daya
manusia, manajerial, dan organisasi. Hal tersebut difokuskan dalam
sejumlah hal, seperti pembentukan tim khusus, penguatan aspek
leadership (commander wish) pada level satuan kerja dan satuan wilayah,
termasuk keteladanan yang perlu ditunjukkan oleh seluruh pimpinan di
jajaran Polri. Penerapan waskat juga perlu diberlakukan sejak masa

perekrutan yang terintegrasi pada kurikulum pendidikan anggota Polri.

Sementara berdasarkan temuan penelitian terkait waskat tersebut,
praktisi dan ahli di bidang human resources development (HRD), Pungki
Purnadi, dalam forum diskusi dengan Litbang Kompas pada Senin
(11/12 /2023) menyoroti aspek lain yang juga perlu diperhatikan sebagai
upaya pengoptimalan waskat, vaitu mengintegrasikan pemantauan dan
evaluasi dengan memanfaatkan kanal digital yang dimiliki Polri, seperti
Super Apps. Pemanfaatan kecanggihan teknologi dan informasi untuk
controlling system dalam pelaksanaan waskat akan sangat lebih

memudahkan dan efisien.



Pengoptimalan implementasi waskat dimaksudkan untuk dapat menjaga
komitmen Polri dalam menghadirkan Polri "Presisi”. Terkait dengan
pentingnya pembenahan dan peningkatan implementasi Waskat Polri,
Irjen Syahar Diantono menilai tak lain memang berorientasi bukan hanya
pada internal institusi Polri, melainkan lebih kepada kepentingan publik
yang luas. Menurut dia, Polri harus mampu memberikan rasa adil dalam
penegakan hukum, terbuka dalam pelayanan, serta memberikan rasa
nyaman dalam melindungi serta menjaga keamanan dan ketertiban.

Hasil survei publik ini merupakan
sebuah penghargaan yang tinggi dari
masyarakat kepada institusi Polri di
bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal
Polisi Listyo Sigit Prabowo, yang
senantiasa menekankan kepada jajaran
untuk selalu memberikan keteladan.
(Syahar Diantono)

"Kami (Polri) akan terus melakukan yang terbaik agar masyarakat
senantiasa terlindungi, terayomi, dan terlayani dengan baik. Hasil survei
publik ini merupakan sebuah penghargaan yang tinggi dari masyarakat
kepada institusi Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal (Pol)
Listyo Sigit Prabowo, yang senantiasa menekankan kepada jajaran untuk
selalu memberikan keteladanan dalam bekerja dan memberikan manfaat
bagi masyarakat, bangsa, serta negara,” ungkap Irjen Syahar Diantono.
(LITBANG KOMPAS)

Editor: ANDREAS YOGA PRASETYO, ROBERTUS MAHATMA CHRYSHNA Bagikan n u
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